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PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENENTUKAN
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

KABUPATEN PONOROGO SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN PONOROGO

Menimbang

Mengingat

a.

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional, maka perlu mengatur ketentuan Besaran
Tunjangan Komunikatif Intensif, dan Tunjangan Reses
bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana
Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tahun
Anggaran 2020 yang  besarannya = berdasarkan
perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) yang
dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Ponorogo serta Besaran Dana Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Ponorogo Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati [II Surabaya dengan
mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
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lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
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Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5SS Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya,;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor S Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2017 Nomor 5);

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/7809/SJ,
tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan Terhadap
Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Menetapkan

dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENENTUKAN
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
PONOROGO SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
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Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Pimpinan DPRD adalah adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua
dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota
DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD
Kabupaten Ponorogo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Ponorogo yang ditetapkan
dengan Perda.

Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang
yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses
kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana
yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang
kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil
ketua DPRD sehari-hari.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk
menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan
berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri
Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD
dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

a.
b.
2

(1)

(2)

tinggi,
sedang; dan
rendah.

Pasal 3

Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah
dikurangi dengan Belanja PNS.

Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum.
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(3) Belanja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan
Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS.

Pasal 4

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah realisasi APBD Tahun
Anggaran 2018, atau 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.

(2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Ponorogo (TAPD).

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan
sebagai berikut:

a. diatas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah)
dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;

b. diantara Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan
Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokan
pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan

c. dibawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokan pada
kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 6

(1) Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja PNS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) untuk perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2020 adalah:

a. Pendapatan Umum Daerah (PUD).

Pendapatan Asli Daerah : Rp. 289.017.741.958,47
Dana Bagi Hasil : Rp. 107.415.121.904,00
Dana Alokasi Umum : Rp. 1.038.913.988.811,00

Jumlah 3 Rp. 1.435.346.852.673,47

b. Belanja Pegawai Negeri Sipil

Gaji Pokok . Rp. 494.575.940.948,00
Tunjangan Keluarga . Rp. 44.877.106.902,00
Tunjangan Jabatan * Rp. 9.931.056.826,00
Tunjangan Fungsional : Rp. 34.676.502.000,00
Tunjangan Fungsional Umum * Rp. 6.471.921.000,00
Tunjangan Beras z R 22.741.744.585,00
Tunjangan Pajak Penghasilan : Rp. 2.392.073.61 1,00
Pembulatan Gaji 2 Rp. 6.565.477,00
Iuran BPJS x  Rp. 20.853.842.952,00
Tunjangan Profesi Guru * Rp. 210.687.497.800,00
Tambahan Penghasilan Guru . Rp. 604.750.000,00

Jumlah : Rp. 847.779.002.101,00

(2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka
besaran kemampuan keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan

pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional
adalah :
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Kemampuan Keuangan Daerah = PUD - Belanja PNS (a-b)
Rp. 587.567.850.572,47

Terbilang :(lima ratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh
tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh
dua rupiah koma empat puluh tujuh sen).

Il

Berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Kabupaten Ponorogo termasuk
dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi.

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 ayat (3) untuk menentukan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif,
Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo serta
besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo Tahun
Anggaran 2020.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI PONOROGO,
finilic 2

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 90.

Salinan sesuai dengan asliny

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 196 07 199303 1 008
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